SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)

Menimbang

Mengingat

.a.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

bahwa dalam rangka mewujudkan RSUD RAA Soewondo Pati
menjadi Rumah Sakit Pendidikan guna menampung
mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan di RSUD
RAA Soewondo Pati, perlu adanya perubahan misi, visi dan
tujuan sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun
2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati

perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun
2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Lembaran
Negara Republik Indonesia 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/
PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/
PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di
Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Komite Keperawatan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2014 tentang
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah
Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 17);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 17
TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA
SOEWONDO PATI.

Pasal I

ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan
Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal
Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah
RAA Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016
Nomor 17) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal dan
profesional, Rumah Sakit menetapkan Visi rumah sakit
“rumah sakit pendidikan dengan pelayanan paripurna yang

menjadi kebanggaan masyarakat”.

(2) Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai misi :

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya
Rumah Sakit;

b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dilandasi
moral dan etika profesi yang berorientasi pada
keselamatan pasien;

c. menyediakan pendidikan, pelatihan dan memfasilitasi
penelitian yang berkualitas;

d. mewujudkan pengelolaan Rumah Sakit dengan prinsip
efektif dan efisien;

e. meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja

karyawan.

(3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan sebagaimana dimaksud pada ayat misi ayat (2),
Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis yaitu :

a. terwujudnya Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas
yang memadai serta memiliki sumber daya manusia

yang profesional;



(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

b. terwujudnya pelayanan kesehatan prima dengan biaya
yang terjangkau oleh masyarakat serta memberikan
kepuasan bagi pengguna jasa Rumah Sakit;

c. terwujudnya Rumah Sakit yang berperan aktif dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

d. terciptanya iklim kondusif yang menunjang daya saing
Rumah Sakit.

e. terwujudnya Rumah Sakit sebagai rumah sakit

pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas.

Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan

Bupati.

Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna
disesuaikan dengan  perkembangan keadaan dan

kebutuhan pencapaian visi.

Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam

Peraturan Bupati.

Rumah Sakit wajib mensosialisasikan visi, misi dan tujuan
strategis kepada staf internal, pengunjung Rumah Sakit

dan masyarakat luas.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah
Sakit menerapkan nilai-nilai dasar yang meliputi:
keramahan;

a
b. kecepatan layanan;

0

kerja keras;
d. kebersamaan; dan

e. optimis.

Dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan kepada
masyarakat Rumah Sakit mempunyai Motto “Kesembuhan

dan Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Maret 2017
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
g
= L

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010




